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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian pada pembahasan diatas tentang 

Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 57 Tahun 2021 dalam 

pemberian izin minuman beralkohol, maka penulis mengambil simpulan 

sebagai berikut :  

1. Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 57 Tahun 2021 dalam 

pemberian izin minuman beralkohol, belum efektif dikarenakan sanksi 

yang di terapkan dalam peraturan Walikota Padang terlalu ringan dan tidak 

membuat efek jera kepada penjual atau pelaku usaha minuman beralkohol 

yang memperjual belikan minuman beralkohol secara ilegal 

2. Kendala yang dihadapi Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 

57 Tahun 2021 dalam pemberian izin minuman beralkohol. 

a.  Kurangnya pengtahuan tentang Informasi teknologi (IT) 

b.  kurangnya pemahaman tentang prosedur dan tata cara pendaftaran izin 

c.   kurangnya kesadaran penjual atau pelaku usaha minuman beralkohol  

d.  Kurangnya pengetahuan atas dampak  aktivitas usaha yang ilegal 

e.  Faktor Ekonomi  

f.  Kurangnya monitoring dan edukasi 

g.  Kurangnya pemberian sanksi 

3. Upaya penyelesaian kendala yang dihadapi Implementasi Peraturan 

Walikota Padang Nomor 57 Tahun 2021 dalam pemberian izin minuman 

beralkohol   
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a.  Sosialisasi dan Edukasi  

b. Monitoring dan pengawasan  

c. Penyitaan barang atau penyitaan minuman beralkohol 

B.  Saran  

 Sebagaimana dari hasil analisis penulis tentang Implementasi 

Peraturan Walikota Padang Nomor 57 Tahun 2021 dalam pemberian izin 

minuman beralkohol. Maka dari itu ada beberapa saran dari penulis dalam 

beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan dan instansi yang 

berperan dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol :  

1. Agar Pemerintah Kota Padang  menambah sanksi andimistrasi yang lebih 

ketat untuk  pelaku usaha minuman beralkohol sehingga rasa takut jika 

memperjual belikan minuman beralkohol secara ilegal  

2. Agar Pemerintah Kota Padang membuat tempat khusus untuk melakukan 

monotoring dan edukasi kepada pelaku usaha yang melakukan aktivitas 

ilegal dan memberikan pemahaman bahwa aktifitas yang dilakukan oleh 

penjual atau pelaku usaha tersebut adalah perbuatan melangar hukum  

3. Agar  Pemerintah Kota Padang lebih memperketat aktifitas para penjual 

atau pelaku usaha minuman beralkohol yang menjual minuman beralkohol 

dikaki lima sehingga tidak mudah diakses oleh para anak dibawah umur 

yang menyebabkan keresahan di tengah tengah masyarakat.  
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